NOMOR: 1

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT |II KULON PROGO

TAHUN : 1998 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

KULON PROGO

NOMOR : 12 TAHUN 1997

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT Il KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa Sumber Daya Alam berupa Balzatian

Golongan C adalah merupakan Potensi Pendapatan
Daerah yang sangat penting dalam menunjang
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;

b. bahwa Pajak Daerah merupakan Sumber Pendapatan
Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaran
Pemerintahan dan Pembangunan Daerah guna
mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan
bertanggungjawab;

Mengingat

C.

© 1.

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Pajak Pengambilan dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C merupakan jenis Pajak
Daerah Tingkat I,

bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan terdebut
atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kulon Progo tentang Pajak
Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 19%nhtahg
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jis. Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik
Indonesia  untuk  Penggabungan  Daerah-Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Satu Kabupaten
Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun
1951 Nomor 101), dan Peraturan Pemerintah Nomor 32
Tahun 1950);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);



5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3699);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang
Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 3174);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan IDaera
Perubahan;

10.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon
Progo Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Kulon Progo;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daesdtupaten Daerah
Tingkat 1l Kulon Progo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II KULON PROGO TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulorg@ro

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daera
Tingkat 1l Kulon Progo.

Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat |
Kulon Progo.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertaridang
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Goiofiga
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gaton
C yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutaraba
atas Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Gwiong
C, sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orangauli
atau badan hukum kepada Daerah tanpa imbalan kagpgsu
yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkatuyzer
perundang-undangan yang berlaku yang digunakank untu



membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Daerah.

. Eksploitasi adalah pengambilan Bahan Galian Golonga
Cdari sumber alam di dalam dan atau permukaan batak
dimanfaatkan.

. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer d
Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara ataudbae
dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan
firma, konsi, yayasan atau organisasi yang sejémshaga
dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk hesddra
lainnya.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan huykunmg
mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Goloia

Obyek Pajak adalah kegiatan eksploitasi Bahan falia
Golongan C.

. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yangung
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang
terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajeatar

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamany
sama dengan 1 (satu) tahun takwin kecuali ditemtigia.

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai da
penghimpunan data obyek dan subyek pajak ataubustri
penentuan besarnya pajak atau retribusi yang teyuta
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi deepa
Wajib Pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibaigdr
Wajib Pajak pada suatu saat dalam masa pajak ntenuru
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusak u

membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan a
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundangigada
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Katetap
Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah KuraygrB
Surat Ketetapan Pajak Daera Kurang Bayar Tamb&haat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat KetetBagak
Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusas at

keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daeratat Su
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar dan Surat Ketata
Pajak Daerah Nihil yang diajukan oleh Wajib Pajak.

. Putusan Banding adalah putusan badan penyelesaian

sengketa pajak atas banding terhadap Surat Ketetapa
Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yanglkgitak
secara teratur untuk mengumpulkan data dan inforyaas
meliputi keadaan harta kewajiban atau utang, modal,
penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolelzam
penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengapusiam
laporan keuangan berupa neraca dan perhitunganatai
setiap tahun pajak terakhir.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dikuieh

Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disdbemyidik

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang de gk
itu membuat terang tindak pidana di bidang pergajakang
terjadi serta menemukan tersangkanya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan olepbWa
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran
Pajak yang terutang menurut peraturan perundangngach
Perpajakan Daerah.



u. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingk

SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajakku
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yaniguey
ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkah o
Kepala Daerah.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya giiin
SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarny
jumlah pajak yang terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputyseany
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutanglajum
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokgkkpa
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang maaibs
dibayar.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlak paja
yang telah ditetapkan.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang jsétea
disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang mekant
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlaldikre
pajak lebih besar dari pajak yang terutang ataaktid
seharusnya terutang.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang mekantu
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengatahum
kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidek &redit
pajak.

aa.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya diaingk

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajakatkun
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB |1
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan C dipungut pajak atas eksploitagha®
Galian Golongan C.
Pasal 3
(1) Obyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C adalah kegiatan eksploitasi Bahan Galian

Golongan C.

(2) Bahan Galian Golongan C sebagaimana tersebut ayat (
Pasal ini meliputi:

a. Asbes r. Mika
b. Batu Tulis s. Marmer
c. Batu Setengah Permata t. Nitrat
d. Batu Kapur u. Opsidien
e. Batu Apung v. Oker
f. Batu Permata w. Pasir dan Kerikil
g. Bentonit x. Pasir Kuarsa
h. Dolomit y. Perlit
I. Feldspar z. Phospat
j. Garam Batu (Halite) aa. Talk
k. Grafit ab. Tanah Serah
l.  Granit (Fullers earth)
m. Gibs ac. Tanah Diatome
n. Kalsit ad. Tanah Liat
0. Kaolin ae. Tawas (Alum)
p. Leusit af. Tras
g. Magnesit ag. Yarosif

ah. Zeolit



Pasal 4

(1) Subyek Pajak Pengambilan dan Pengolahan BahannGalia
Golongan C adalah orang pribadi atau Badan Hukumg ya
mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golorga
yang telah mendapatkan ijin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wajib Pajak Bahan Galian Golongan C adalah oraiigaéir
atau Badan Hukum yang menyelenggarakan eksploitasi
Bahan Galian Golongan C.

BAB I11
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK,
CARA PENGHITUNGAN DAN WILAYAH
PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Ba
Galian Golongan C adalah nilai jual hasil ekspkitdahan
Galian Golongan C.

(2) Nilai Jual sebagaimana tersebut pada ayat (1) Hasal
dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil lekagi
dengan nilai pasar atau harga standar masing-mgsing
Bahan Galian Golongan C.

(3) Nilai Pasar sebagaimana tersebut pada ayat (2) Fasa
pada masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C
ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah sesua
dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi ggem

Pasal 6

(1) Tarip Pajak Eksploitasi Bahan Galian Golongan C
ditetapkan sebesar 20% (Dua puluh perseratus)ndari
jual.

(2) Besarnya Pajak Bahan Galian Golongan C terutang
dihitung dengan mengalihkan tarip sebagaimana letse
ayat (1) Pasal ini dengan dasar penggenaan pajak
sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7
Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
BAB IV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK PERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Pasal 8

(1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1)(satu
bulan takwin.

(2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya ahtunt
takwin kecuali bila wajib pajak menggunakan tahuiib
yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada ssgathn
eksploitasi bahan galian golongan C dilakukan.

10



Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dasus
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandataobgmn
Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-
lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhinmgesa
Pajak.

BAB V
PEMUNGUTAN PAJAK
Pasal 11

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Dataah
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

(2) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal tL0 aya

(1) Pasal ini Kepala Daerah menetapkan Pajak teguta
dengan menerbitkan SKPD.
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(2) Apabila SKPD sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal in
tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu gdima
3 (tiga) bulan sejak SKPD diterima, dikenakan sanks
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persgeratu
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaman
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk
menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak
sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saataegu
pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
a. SKPDKB
b. SKPDKBT
c. SKPDN

(3) SKPDKB sebagaimana tersebut pada ayat (2) hurakal P

ini diterbitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak yang terutang tidak ataurigira
bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atau terlambat dibayar untukijang
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangkatwak
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2% (dua perseratus) sebulan dihitung dari pajalgyan
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitunglsej
saat terutangnya pajak.



c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi,
pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan aebes
25% (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebésar 2
(dua perseratus) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitunglsej
saat terutangnya pajak.

(4) SKPDKBT sebagaimana tersebut pada ayat (2)fHuru
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau datagy
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak yang terutang akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus
perseratus) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana tersebut pada ayat (2) haruf
diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajakk tida
terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang mala
SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana tersebut pada ayat
(2) huruf a dan b tidak ada atau tidak sepenuhityaydr
dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagghgan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administras
berupa bunga 2% (dua perseratus) sebulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaima
dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan pada WajbkP
apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tiadak
pemeriksaan.
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BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempa
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waling
ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT
dan STPD.

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat laangy
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetorkarkKks
Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalantuwak
yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran Pajak sebagaimana tersebut ayat (Bydan
(2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 15
(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus ataslun

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam
kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyargdag
ditentukan.

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana tersebut pada
ayat (2) Pasal ini harus dilakukan secara teratm d
berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 24 (d
perseratus) sebulan dari jumlah pajak yang belusm at
kurang dibayar.



(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada
Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai
batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan b2¥ga
(dua perseratus) sebulan dari jumlah Pajak yangnbel
atau kurang dibayar.

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana tersebut ayat (2) dan ayat (4
Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran dan alicat
dalam buku penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaram loizku
penerimaan pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIlII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 17

(1) Surat Teguran atau surat peringatan atau suraty&aig
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagggiei
dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo penabay.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggahts

teguran atau surat peringatan atau surat lain gejenis
wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
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(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat laig gajenis
sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dikeln
oleh pejabat.

Pasal 18

(1) Apabila jumlah pajak yang harus masih dibayar tidak
dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran atau surat peringatan atau lsima
yang sejenis, jumlah pajak yang dibayar ditagihgden
surat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera telah BEw@ua
puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran ataats
peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasadajangka
waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan pakaa,
Pajabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksana
Penyitaan.

Pasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak beluga j
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepilah)sejak
tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakayit&sanm
Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggdhpgan
kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 21
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, s&nggn

dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita membgkdah
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.



Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakantukn
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkankapala
Daerah.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 23

(1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak.

(2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana tersebut pada ayat (1)
Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

(1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohoagn W

Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT
atau STPD vyang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliru
dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
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b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak
yang tidak benar;

c. Mengurangkan atau mengahpuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang tgrutan
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilaf
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD
sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada
Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnyaig@® (t
puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang
jelas.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tigaarbul
sejak surat permohonan sebagaimana tersebut patla ay
(2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan kesaun.

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagain
tersebut ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah ataabBej
tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan,
pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan
sanksi administrasi dianggap dikabulkan

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada

Kepala Daerah atau Pajabat atas suatu :
a. SKPD;



SKPDKB,;
SKPDKBT;
SKPDLB,;
SKPDN.

®aoo

(2) Permohonan keberatan tersebut pada ayat (1) Rasal i
harus disampaikan secara tertulis dalam bahasaésto
paling lama 3 (tiga) sejak tanggal SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib
Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu gpalin
lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat gesnam
keberatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal
diterima, sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana tersebut ayat (3) Pasal ini, Kepalaabae
atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan
keberatan dianggap dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana tersebut paddlayat
Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 26
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka wakig&) (t

bulan setelah diterimanya keputusan keberatan

(2) Pengajuan banding sebagaimana tersebut pada gyat (1
Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.
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Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimakslagnda
Pasal 25 atau banding sebagaimana dimaksud dalsah Za
dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pganan
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunbasse 2
% (dua perseratus) sebulan untuk paling lama 24 faduh
empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalia
kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daeralnasec
tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

c. Besarnya Kelebihan Pembayaran Pajak;
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (du
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengeanbal
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tersebat pad
ayat (1) Pasal ini harus telah memberikan keputusan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana tersebut pada(ayat
Pasal ini dilampaui Kepala Daerah tidak memberikan
keputusan, permohonan  pengembalian  kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (shtuan.



(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya,
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tersebat pad
ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untukumeesi
terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPBLB, dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak
diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah memberikan
imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) seatsdan
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 29
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkangdn
utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud Pasay&3(4)
Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengea
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga herlak
sebagai bukti pembayaran.

BAB XI11

KEDALUWARSA
Pasal 30

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa,
setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun tenig
sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila WRgijak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
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(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana tersebtt ay
(1) Pasal ini, tertangguh apabila :
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau
b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib Pajak bai
langsung maupun tidak langsung.

BAB X1V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaan tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana denganaid
hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan ata
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang
terutang.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak rbena
sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahuratian
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajakgyan
terutang.

(3) Tindak Pidana di bidang perpajakan daerah tidakntiit
setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) talkjaks
saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.



BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai
Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksachdal
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat

sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini bangen

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap das jel

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah.

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
di bidang perpajakan daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukt
tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di lgidan
perpajakan daerah.
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g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
idenitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana pada huruf e.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana perpajakan daerah.

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan
petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLR
memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daera
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal Ini,
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut
umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33
Terhadap Retribusi Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Glongan C yang telah ditetapkan sebelum tiara

Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnyakpggang
terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebgmn



BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah in
sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh &epal
Daerah.

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TingkatlibrkK
Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 12 Desember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il
KULON PROGO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT Il KULON PROGO

ADAM NURDJATI Drs. H. SURATIDJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Kulon Progo
Nomor: 1  Seri CA
Tanggall5 Juli 1998
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Telah dibenarkan dan disesuaikan dengan
Pengesahan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor :973.34-779
Tanggal . 14 September 1998

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT Il KULON PROGO

dr.R. SOESILO ATMODIREDJO
NIP. 140055754




PE NJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT |I KULON PROGO

NOMOR : 12 TAHUN 1997
TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

PENJELASAN UMUM

Sumber daya alam berupa Bahan Galian Golongan @Qpaidean
potensi Pendapatan Asli Daerah yang sangat pedélagn menunjang
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sumber daya alam berupa bahan Galian GolonganrlG gigaga
dan dilestarikan agar keberadaannya dapat tetapdukeng dan
mengantisipasi ketahanan hidup masyarakat dengatakukan
pembinaan dan pengawasan.

Untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tprhada

pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongame@erlukan
biaya yang cukup besar maka setiap kegiatan peagg#n penjualan
Bahan Galian Golongan C dipungut pajak

Sehubungan dengan halL pertimbangan di atas dipgngariu
menetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Titdkabn Progo
tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan BahaanGadilongan C.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Yang dimaksud dengan tidak boleh
diborongkan adalah bahwa seluruh
proses kegiatan pemungutan pajak tidak
dapat diserahkan kepada pihak ketiga.
Namun dimungkinkan adanya
kerjasama dengan pihak ketiga dalam
rangka proses pemungutan pajak atas
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Pasal 12 s.d Pasal 35

pencetakan formulir perpajakan,

pengiriman surat-surat kepada Wajib
Pajak atau penghimpun data Obyek dan
Subyek Pajak. Kegiatan yang tidak

dapat dikerjakan dengan pihak ketiga
adalah kegiatan penghitungan besarnya
pajak yang tertuang, pengawasan
penyetoran pajak dan penagihan.

: Cukup jelas.

---000---



